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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut 

1. Jumlah penerimaan pendapatan air permukaan di 22 Kabupaten/Kota se 

Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berfluktuasi dan cenderung menurun. 

hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap titik-titik mata air belum 

dilakukan secara optimal, Contohnya:  Pada beberapa titik mata air  belum 

dipasang water meter, sebagai pengukur debit air, oleh karena itu tidak dapat 

dihitung debit air secara tepat, yang terjadi perhitungannya berupa perkiraan 

saja, sehingga tidak valid. 

2. Jumlah pajak air permukaan yang terhutang selama  tahun 2011 – 2018 

berjulah Rp 725.845.299. Dari jumlah tersebut, yang sudah dilunasi sebesar 

Rp 489.621.419. Sisa tunggakan pajak air permukaan hingga tahun 2018 

sebesar Rp 236.223.880. Jumlah ini diharapkan dapat  terlunasi pada tahun 

2020. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak air perukaan 

adalah: wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak, kinerja 

tenaga penungut pajak yang kurang baik, sisten pemungutan pajak yang 

kurang baik. 

4. Realisasi penerimaan  pajak air permukaan sangat efektif, artinya penetapan 



81 

 

pajak air permukaan sebagian besar telah terealisasi dan Kontribusi pajak air 

permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat rendah sekali yakni  

0,074 %. 

 

5.2 Saran 

1. Pemerintah  dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi NTT, harus melakukan 

optimalisasi  dan inovasi  dengan mencari sumber mata air baru yang tersebar 

pada berbagai titik di seluruh Kabupaten/Kota, agar tersedia debit air yang  lebih 

besar sehingga penerimaan pajak air permukaan lebih besar Dengan demikian 

kontribusi pajak air permukaan terhadap Pendapatan asli daerah dapat meningkat, 

2. Perlu kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalan pembayaran  pajak, 

agar pada tahun-tahun yang akan datang tidak terjadi lagi tunggakkan 

pajak air permukaan.  

3. Kinerja tenaga pemungut pajak harus ditingkatkan dengan member pelatihan 

tentang teknik dan kemampuan berkomunikasi sehingga mendapat perhatian dan 

simpati wajib pajak serta sistem pemungutan pajak  harus diperbaiki antara lain 

dengan menempatkan petugas pajak pada titik sumber mata air baik yang dikelola 

oleh PDAM maupun non PDAM sehingga volume air yang diambil dalam jumlah 

yang benar dan dapat dipercaya.  

4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  Provinsi Nusa Tenggara Timur 

agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak khususnya 

wajib pajak pajak air permukan yang tidak disiplin. Yakni kepada wajib 

pajak yang tidak menyediakan water meter sebagai kewajiban wajib pajak 

air permukaan itu sendiri. 
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